BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 68 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai
landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahn 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12'Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor Il Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



7

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstem"

' Perencanaan Pembangunan Nasional = (Lembaran Negara ° :

| 'Republik Indone31a Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan .
-~ Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 4421); '

. ‘kUndang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
' Perimbangan Keuangan antara Pemermtah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara i
'Repubhk Indones1a Nomor 4438), ‘

._‘Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran. Negara Republik "
Indones1a Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran

. Negara Republik. Indonesia Nomor 4438);

10.

Undang-Undang . Nomor 12 = Tahun 2011 tentang

Pembentukan - Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

~Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

11,

‘Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a ‘Nomor -

5324); -

Undang-Undang Nomor 23" Tahun 2014 tentang Pemerlntah -
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 .

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .

'~ Nomor 5587) sebagaimana telah -diubah beberapa kali

"~ dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang -
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara -

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

12.

Peraturan. Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

‘Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repulik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran .-
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah

~ diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005

' Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

~ Pimpinan dan Anggota Dewan - Perwakilan Rakyat Daerah

13,
Pengelolaan - Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
. Negara Republik ° Indonesia- Tahun 2005 Nomor 48,

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomor, '

4540L,'-

Peraturan. Pemerintah- Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor

. 4502);
g 14.;Peraturan Pemermtah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
- Perimbangan (Lembaran . Negara Republik Indonesia Tahun :

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Repubhk '
Indone51a Nomor 4575), ; : :




. 15.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstemv

 Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
'Indone31a Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
. Negara Repubhk Indones1a Nomor 4576); : .

- 16.

Peraturan Pemermtah ‘Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun: 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
: Negara Repubhk Indonesia Nomor 4578), :

17.

‘M1n1ma1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 i
‘Nomor 150; ‘Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

| 'Nomor 4585), ,

18.

19,

jPeraturan ‘Pemerintah Nomor 79 Tahun ‘2005 ‘tentang
~Pedoman Pembinaan : dan - Pengawasan ‘Penyelenggaraan
"Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indones1a Nomor 4593)

Peraturan Pemerlntah ‘Nomor 8 Tahun 2006 tentang s .
.Pelaporan Keuangan ‘dan K1nerja Instansi Pemerintah.

o (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

1 20.°

140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor

4578);

Peraturan - Pemenntah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntans1 Pemermtah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

' Negara Repubhk Indonesm Nomor 5165);

21.

-»Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 52 Tahun 2015
“tentang Pedoman - Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

k Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

22

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 07 Tahunk ;,

- 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

' Kabupaten ° ‘Bengkalis' (Lembaran Daerah Kabupaten"

o Bengkahs Tahun 2008 Nomor 07), :

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahunl :

2009  tentang Pokok-Pokok - Pengelolaan Keuangan,
, sebagalmana “telah = diubah dengan Peraturan = Daerah =

Kabupaten Bengkahs ~“Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis

- Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan '.

240
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 9 Tahun

‘Kabupaten Bengkahs Tahun Anggaran 2016 ,




MEMUTUSKAN

. Menetapkan PERATURAN BUPATI | BENGKALIS - TENTANG PENJABARAN

: .iANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN'
BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

'v'fAnggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah Tahun Anggaran 2016 .
e 'terd1r1 atas S e o _

1. Pendapatan e ;
coas Pendapatan As11 Daerah :
'b Dana Per1mbangan +

c. Lam lain pendapatan daerah e
yang sah S Rp 402 700 150 OOO OO -

Jumlah Pendapatan ‘tRp’.‘"’ 4 006 432 501 757 53

o 2 Belan_]a ’k wEln e
a. Belanja T1dak Lansung SR

: 51) Belan_]a Pegawa1

2 BelanJa Bunga o Rpe 000

;l:ij;:-~"':'Rpi- 323, 000.667.284,53
o Rp 3 280 731 684 473 oo B

;p‘.1 278 550 024.805,77

~ 3) Belanja. SubSIdl - S ~ Rp. o 707. 959.330,00

SR ’“;14) Belan_]a H1bah

Rp.  77.685.645.000,00
'5). Belanja Bantuan Sosml

 6)BelanjaBagiHasil Rp.  6.999.650.000,00

Rp. 2.500.000.000,00 -

_7) Belan_]a Bantuan Keuangan . ‘_;j ;}Rp 374 516.471.000,00 - g
: 8) BelanJa T1dak Terduga il rs{fstb 3. 519 91641725

b Belan_]a Langsung i N R
o Belan_]a Pegawa1 f,?;",;j.: : Rp 183, 270 887 500, oo |
2) BelanJa Barang dan Jasa - S ,Rp 1. 009 522. 168.557, OO

Rp 1.753.480.566.643,02

3) BelanJa Modal -~ . Rp.1.532.249.783.76542

Jumlah BelanJa |

( ‘Rp:4 478 523 406 465 44

Surplus (Deﬁ31t) Sonn ng.: (472 090 904, 707 91) S
3. Pemblayaan v R .

a Pener1maan

b Pengeluaran .;%rfi}i | 9.373.413.642,00

o Jumlah Pemblayaan Netto D Rp 472 090 904 707 91

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggara‘ 0, OO &
‘Tahun Berkenaan o :

Rp.2.725.042.839.822,42

QP 481.464.318.349, S



Pasa12 v e

Rlngkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah
~sebagaimana - dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
~Lampiran I Peraturan Bupat1 ini. o

Pasal 3

ﬁ_penJabaran Anggaran Pendapatan dé.n Belan_]a Daerah

‘,sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 d1r1nc1 lebih lanjut dalam.
: Lamplran I Peraturan Bupat1 1n1 :

Pasal 4 -

5 (1) Belanja hlbah dalam Rlngkasan Pen_]abaran Anggaran o

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ‘Anggaran 2016

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan dalam daftar
‘ nama’ penerima, alar_nat dan besaran aloka51 h1bah Tahun
‘ ,Anggaran 2016. o , : o

(2) Daftar nama penenma, alamat dan ‘besaran alokas1 hlbah' :
Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~
tercantum dalam Lamplran III Peraturan Bupat1 ini. L

Pasal 5

(1) ’Belanja bantuan sosml dalam Rlngkasan Pen_]abaran Anggaran' |

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 |

‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan dalam daftar
~‘nama penerima, alamat, dan besaran aloka31 bantuan sosial -
- Tahun Anggaran 2016. L

(2) Daftar nama- penenma, alamat dan besaran aloka31 bantuan

sosial Tahun Anggaran: 2016  sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak termasuk bantuan sosial yang tidak dapat'v o :

gt direncanakan sebelumnya.

;';‘(3) Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokas1 bantuan:. B
- sosial Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud =

1n1 E R
' Pasél6 ‘

o Lamplran sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 Pasal 3 Pasal a
~ayat (2), dan Pasal 5 ayat (2) merupakan baglan yang tidak
- terplsahkan dar1 Peraturan Bupatl ini. =

o Pasa1!7 e ;‘~i:

: Pelaksanaan PenJabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
" Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih
lanjut ‘dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan Kkerja

perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang—undangan
' yang berlaku » L

' pada ayat (1) tercantum dalam Lamplran IV Peraturan Bupatl_ N




Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI BENGKALIS,

2&} —

N

—

H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. ANUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BT"NGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 68




